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Abstrak 
Perkembangan pemikiran di bidang hukum pidana pada 
dekade terakhir ini mulai tumbuh dan mempersoalkan tentang 
bagaimana mengatur perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan, di samping untuk mengimbangi perlindungan 
terhadap pelaku kejahatan, yang sering dianggap berlebihan 
atau over protection. Karena telah mengabaikan kepentingan 
korban tersebut, sistem peradilan pidana dianggap sebagai 
pengorban yang kedua (second victimization) setelah perbuatan 
pelaku/penjahat. 
Tumbuhnya kesadaran akan perlunya perlindungan hukum 
terhadap korban kejahatan tersebut, menarik untuk dibahas 
karena hukum pidana Islam (Alquran dan Sunnah) yang telah 
cukup lama mengatur tentang perlindungan terhadap korban 
tetapi dalam lintasan sejarah perkembangan hukum dunia yang 
ada dalam khasanah literatur hukum, masalah tersebut 
‘tenggelam’dan tertutup oleh pesatnya perkembangan dalam 
dunia ilmiah (rasional) ilmu hukum dan teori-teori hukum yang 
dikembangkan oleh masyarakat Barat. 
Tulisan ini mengkaji perbandingan hukum Islam dengan 
hukum positif Indonesia tentang kedudukan korban kejahatan. 
Terutama yang terkait dengan pengaturan hak-hak korban 
kejahatan dalam Hukum Islam dalam proses menyelesaikan 
perkara pidana, pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan 
dalam sistem hukum positif Indonesia dalam proses penyelesaian 
perkara pidana dan model pendekatan yang dapat dilakukan 
dalam sistem pembangunan hokum nasional dalam meningkatkan 
hak-hak korban kejahatan. 
 
Kata Kunci: hukum Islam, hukum positif, korban kejahatan. 
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A. Pendahuluan 
Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun 
dalam praktik peradilan di Indonesia relatif kurang diperhatikan. 
Hal ini terjadi  karena ketentuan hukum Indonesia masih 
bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). 
Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana 
kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan 
kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.  Dari 
ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian 
utama kejahatan, yang menurut Andrew Ashworth, “primary an 
offence against the victim and only secondarily an offence 
against the wider comunity or state” (pelanggaran yang utama 
adalah terhadap korban sedangkan pelanggaran terhadap 
masyarakat luas atau Negara itu sekunder).
1
 
Korban kejahatan sebagai fenomena yang menarik untuk 
diteliti, karena sudah cukup lama masalah korban kejahatan, 
terutama di Indonesia dan negara-negara yang dipengaruhi oleh 
sistem hukum Barat, diabaikan oleh hukum pidana. Hal ini 
disebabkan karena dalam setiap sistem hukum  pidana 
menempatkan korban kejahatan dalam sudut pandang yang 
berbeda-beda yang dipengaruhi oleh perbedaan pandangan 
tentang konsep manusia, dan perilakunya di samping latar 
belakang sejarah masing-masing sistem hukum.  
Sebenarnya jauh sebelum pengaruh hukum Barat tersebut 
muncul, hukum Islam telah memiliki sistem hukum pidana 
(Syari’ah) yang responsif terhadap kepentingan korban kejahatan. 
Namun demikian, dominasi pengaruh hukum Barat melalui 
kolonisasi di bidang hukum dan kemajuan teknologi dan 
ekonominya menyebabkan konsep hukum pidana Islam, 
                                                 
1
Andrew Ashworth,” Victim Impact Statements and 
Sentencing”, The Criminal Law Review, Agustus 1993, hlm. 503 
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khususnya yang mengatur tentang hak-hak korban, tenggelam 
dalam hegemoni pengaruh hukum Barat tersebut.
2
  
Keadaan tersebut ditunjang oleh adanya sekularisasi di 
bidang ilmu pengetahuan (juga ilmu hukum) yang mengakibatkan 
hukum (pidana) Islam kurang mendapat tempat dalam kajian-
kajian ilmiah dalam forum internasional. Hukum pidana Islam 
memang bukan produk kajian seperti hukum yang dikembangkan 
oleh masyarakat Barat. Dalam pandangan muslim hukum pidana 
Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran agama. 
Sungguhpun demikian bukan berarti tidak dapat dikaji secara 
ilmiah, karena dalam sistem hukum Islam menempatkan ra’y 




Hukum Islam sendiri juga mengenal ta’zir, yakni hukum  
yang dibuat berdasarkan ra’y untuk menyelesaikan problem 
konkrit yang dihadapi masyarakat, sedangkan Alquran dan 
Sunnah tidak mengatur secara tegas dan rinci. Ta’zir berfungsi 
untuk menguatkan atau menafsirkan ketentuan yang ada dalam 
Alquran dan Sunnah, atau mengatur yang belum diatur dalam 
Alquran dan Sunnah sesuai dengan ada ratio-legis (illat) yang 
diatur dalam Alquran dan Sunnah.
4
 
Perkembangan pemikiran di bidang hukum pidana pada 
dekade terakhir ini mulai tumbuh dan mempersoalkan tentang 
bagaimana mengatur perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan, di samping untuk mengimbangi perlindungan terhadap 
pelaku kejahatan, yang sering dianggap berlebihan atau over 
                                                 
2
Abdullahi Ahmed An-Na’im, Toward an Islamic 
Reformation: Civil Liberties, Human Rightsand International 
Law,Syracuse, Syracuse University Press, 1996. 
3
Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: 
Akar Sejarah, Hambatan  dan Prospeknya, Jakarta: Gema Insani Press, 
1996. 
4
Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an 
Intellectual Tradition, Chicago & London: The University of Chicago 
Press, 1982, p. 5-6. 
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protection, sebagai penutup rasa malu karena telah cukup lama 
mengabaikan kepentingan korban kejahatan.  Karena telah 
mengabikan kepentingan korban tersebut, sistem peradilan pidana 




Terlepas dari latar belakang dan sejarah tumbuhnya 
kesadaran akan perlunya perlindungan hukum terhadap korban 
kejahatan tersebut, menarik untuk diteliti mengenai prinsip 
hukum pidana Islam (Alquran dan Sunnah) yang telah cukup 
lama mengatur tentang perlindungan terhadap korban tetapi 
dalam lintasan sejarah perkembangan hukum dunia yang ada 
dalam khasanah literatur hukum, masalah tersebut 
‘tenggelam’dan tertutup oleh pesatnya perkembangan dalam 
dunia ilmiah (rasional) ilmu hukum dan teori-teori hukum yang 
dikembangkan oleh masyarakat Barat. 
Berdasarkan permasalahan di atas penulis  tertarik untuk 
mengkaji perbandingan hukum Islam dengan hukum positif 
Indonesia tentang kedudukan korban kejahatan. Terutama yang 
terkait dengan pengaturan hak-hak korban kejahatan dalam 
Hukum Islam dalam proses menyelesaikan perkara pidana, 
pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan dalam sistem 
hukum positif Indonesia dalam proses penyelesaian perkara 
pidana dan model pendekatan yang dapat dilakukan dalam sistem 
pembangunan hokum nasional dalam meningkatkan hak-hak 
korban kejahatan. 
 
B. Hak-hak Korban Kejahatan  
Dalam pandangan hukum, manusia sebagai anggota 
masyarakat atau warga negara mempunyai hak dan kewajiban 
asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan 
pemerintahan, serta tidak ada diskriminasi di antara mereka, 
                                                 
5
 Mudzakkir, “Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam 
Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU 
KUH”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No.1, Maret 2011, Fakultas 
Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, p. 28 – 62. 
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sehingga selayaknya mereka diperlakukan secara adil. Termasuk 
hak asasi manusia adalah hak mereka dalam bidang hukum, 
terutama hukum pidana. Antara satu dan lainnya tidak ada 
perbedaan, baik ketika mereka berposisi sebagai pelaku atau 
berposisi sebagai korban. Mereka berhak mendapatkannya sesuai 
dengan proporsi kemanusiaan mereka. 
Oleh karena itu, bisa dikatakan suatu sistem peradilan 
pidana disebut ideal jika hak dan kewajiban antara pelaku dan 
korban adalah seimbang. Akan tetapi, kedudukan yang seimbang 
antara pelaku dan korban tidak terdapat dalam hukum positif. Ini 
senada dengan apa yang dikatakan Andi Hamzah, “Kita sering 
banyak membicarakan hak-hak tersangka dan sering melupakan 
hak-hak korban delik yang justru lebih adil untuk diperhatikan.” 
Sebagai contoh adalah apa yang terdapat dalam KUHAP. Jumlah 
pasal-pasal yang mengatur pelaku jika dibandingkan dengan yang 
mengatur korban adalah tidak seimbang. Hak-hak yang diperoleh 
korban tidak sebegitu banyak dengan hak-hak yang diperoleh 
terdakwa (pelaku suatu tindak pidana).  
Padahal banyak aspek yang bisa digunakanan sebagai 
starting point untuk lebih memperhatikan korban. Misalnya dari 
aspek martabat manusia. Jelasnya, korban adalah masalah 
manusia, sehingga sudah sewajarnya jika berpegangan pada 
pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya, 
yaitu manusia dalam artian yang bermartabat. Dengan adanya 
kesadaran bahwa korban dan pembuat korban adalah manusia 
yang sama martabatnya dan ada bersama dalam suatu ikatan 
kelompok masyarakat, bangsa dan dunia, maka akan lebih 
waspada dalam bersikap dan bertindak terhadap para pembuat 
korban dan korban demi keadilan, kepentingan dan hak asasi 
mereka.  
Dengan demikian akan dapat dicegah terjadinya atau 
lahirnya lebih banyak lagi korban yang tidak diinginkan, antara 
lain, oleh si korban atau orang lain yang ingin menyatakan 
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perhatiannya kepada si korban. Baik karena simpati atau karena 
harus melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu.
6
  
Oleh karena itu, di sinilah diperlukan adanya pemulihan 
penderitaan korban, baik fisik maupun non fisik. Pemulihan 
tersebut tidak cukup hanya dengan memberikannya kepuasan 
materiil, tetapi juga dengan kepuasan immateriil. Terdapat tiga 
cara, menurut Andi Mattalatta, yaitu bidang kesejahteraan sosial, 
sistem pelayanan kemanusiaan, dan peradilan pidana. Di sinilah 
perlu keterlibatan negara. Keterlibatan negara bukan hanya 
karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan 
umum, tetapi juga disertai dengan dasar pemikiran bahwa negara 
berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan 
kesejahteraan warganya. Terjadinya korban kejahatan dapat 
dianggap gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang 
baik kepada warganya.  
Memang, dalam perkembangannya, kemudian lahir 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban. Pasal 7 dari undang-undang tersebut mengatur 
tentang kepentingan korban yang dikuasakan pada suatu lembaga 
yang dibentuk oleh undang-undang, yang disebut Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kepentingan korban 
tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :  
1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan 
berupa :  
a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi 
manusia yang berat;  
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi 
tanggung jawab pelaku tindak pidana.  
2. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan 
oleh pengadilan.  
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi 
dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
Meskipun demikian, tetap saja hak korban masih belum 
proporsional, sebagaimana diungkapkan oleh Tri Hermintadi, 
                                                 
6
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak ....., h. 76-77.   
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meskipun hak-hak dan kepentingan korban, telah dikuasakan 
pada LPSK, namun kenyataannya, dalam Sistem Peradilan 
Pidana, korban tetap sebagai figuran atau hanya saksi (korban) 
dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban 
dalam peradilan (pidana) masih diwakili oleh polisi dan jaksa.
7
  
Lebih jelasnya, dalam proses peradilan pidana yang 
muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana 
terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan 
korban. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, 
penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim 
dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berumpun 
(focus) pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum 
terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih berkutat 
pada perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal 
hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu 
tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan 
tujuan untuk mencari kebenaran materiil (substantial truth) 
sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan perlindungan 




Dalam menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan 
kepada pelaku pihak yang berhak adalah hakim. Hakim berhak 
sekaligus mempunyai kebebasan menentukan hukuman, baik 
dalam (1) memilih beratnya pidana, dengan bergerak dari batas 




Hakim dalam menjatuhkan hukuman-sebagaimana tersebut 
dalam KUHAP-adalah berdasarkan keyakinannya, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 183,  
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 
yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
                                                 
7
 Tri Hermintadi, Kepentingan Korban ....., h. 11.  
8
 Angkasa, Kedudukan Korban Tindak Pidana. 
9
 Nafi’ Mubarok,1998, Pidana Mati dalam Pasal 340 KUHP, 
Malang: Skripsi pada Universitas Brawijaya, hlm. 30.  
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benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya.”  
Namun, hal itu dilakukan setelah hakim berusaha menggali 
hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 23 ayat 1,  
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan-alasan dan dasar- dasar putusan itu, juga harus 
memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan 
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili.”  
Dalam upaya mencapai nilai-nilai keadilan hukum yang 
responsif, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka pertama, 
perlu menyandingkan antara hak dengan kewajiban. Dengan kata 
lain, hak bagi si korban juga harus diselaraskan dengan 
kewajibannnya. Sebagai tolak ukur dan pertimbangan penentuan 
hak dan kewajiban korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung 
jawab fungsional korban dalam tindak pidana itu. Oleh 
karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum, perlu hak dan 
kewajiban dalam suatu peraturan perundang-undangan yang 
mudah perumusannnya sehingga dapat dimengerti orang banyak 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah. 
Arif Gosita mengemukakan beberapa hak dan kewajiban 
bagi korban, hak-hak tersebut antara lain:
10
 
1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas 
penderitaannya, sesuai dengan kemampuan memberi 
kompensasi pembuat korban dan taraf 
                                                 
10
 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, h. 86. Sedangkan Dikdik 
M. Arif menyebutkan sembilan hak bagi korban, yaitu: (1) memperoleh ganti 
kerugian atas penderitaan yang dialaminya, (2) memperoleh pembinaan dan 
rehabilitasi, (3) memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, (4) 
memperoleh bantuan hukum, (5) memperoleh kembali hak (harta) miliknya, 
(6) memperoleh akses atas pelayanan medis, (7) diberitahu bilamana pelaku 
kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bilamana pelaku 
buron dari tahanan, (8) memperoleh informasi tentang penyidikan polisi 
berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban, dan (9) kebebasan 
pribadi/kerahasiaan pribadi Lihat Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi 
Perlindungan Korban Kejahatan, h. 100-101.   
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keterlibatan/partisipasi/peranan korban dalam terjadinya 
kejahatan, delikuensi, dan penyimpangan tersebut.  
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat 
korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak 
memerlukannya)  
3. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila 
korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.  
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.  
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.  
6. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan 
membahayakan dirinya.  
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak 
pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.  
8. Berhak mendapatkan bantuan pensehat hukum.  
9. Berhak mempergunakan upaya hukum.  
Sedangkan kewajiban-kewajiban korban, menurut Arif 
Gosita, adalah sebagai berikut:  
1. Tidak sendiri membuat korban melakukan pembalasan 
(main hakim sendiri)  
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan 
korban lebih banyak lagi.  
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri 
sendiri maupun orang lain.  
4. Ikut serta membina pembuat korban  
5. Bersedia dibina atau membina sendiri untuk tidak menjadi 
korban lagi.  
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan 
kemampuan si pembuat korban.  
7. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi 
kompensasai pada pihak korban sesuai dengan 
kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).  
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada 
jaminan.  
Adapun upaya kedua, yang harus dilakukan untuk 
mencapai nilai-nilai keadilan hukum yang responsif, yang 
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berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan sistem pemberian 
restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan. Adapun 
pemberian restitusi dan kompensasi yang diberikan kepada 
korban kejahatan antara lain: 
11
 
1. Ganti rugi (damages)yang bersifat keperdataan diberikan 
melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan 
ganti rugi korban dari proses pidana.  
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui 
proses pidana.  
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat 
pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi 
di sini tetap keperdataan, namun tidak diragukan sifat 
pidananya (punitif). Salah satu bentuk restitusi menurut 
sistem ini adalah denda kompensasi (compensatory fine) 
yang dikenal dengan istilah Busse. Denda ini merupakan 
”kewajiban yang bernialai uang” (monetary obligation) 
yang dikenakan kepada terpidana sebagai sesuatu bentuk 
pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana 
yang seharusnya diberikan.  
4. Kompensasi yang bersiafat perdata, diberikan melalui 
proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber 
penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai 
aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses 
pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, 
tetapi negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti 
rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini 
merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal 
menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal 
mencegah terjadinya kejahatan.  
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui 
prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban 
memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan 
bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi 
                                                 
11
 Stephen Achafer, 1968, The Victim and His Criminal, New York: 
Random House, hlm. 105   
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kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan 
pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur 
khusus/sendiri dan independen yang menuntut campur 
tangan negara atas permintaan korban.  
Perlu dicatat, bahwa penggunaan istilah kompensasi dan 
restitusi mempunyai pengertian sebagai berikut:  
o kompensasi bersifat keperdataan (civil in character), 
timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh 
masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban 
masyarakat/negara (the responsibility of the society).  
o restitusi bersifat pidana (penal in character), timbul dari 
putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau 
merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (the 
responsibility of the offender).  
Sedangkan upaya ketiga, yang harus dilakukan untuk 
mencapai nilai-nilai keadilan hukum yang responsif, yang 
berlandaskan nilai-nilai Pancasila yaitu sistem pidana dan 
pertanggungjawaban pidana seyogyanya diorientasikan pada 
korban, maka kebijakan untuk mengenakan pidana ganti rugi 
untuk delik-delik tertentu itu seharusnya juga ditarik/diangkat 
menjadi kebijakan umum untuk semua delik. Itulah sebabnya di 
dalam Konsep KUHP Baru, pidana ganti rugi dijadikan 
kebijakan umum (dimasukkan dalam aturan umum) untuk 
semua delik, walaupun masih diberi status sebagai ”pidana 
tambahan”. Namun perlu dicatat bahwa menurut konsep, pidana 
tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan 
pidana pokok. Dalam hal delik hanya diancam dengan pidana 
denda secara tunggal, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan 
saja (pasal 56 konsep). Jadi pidana tambahan dapat menjadi 
pidana yang dijatuhkan tersendiri untuk delik-delik tertentu. Ini 
berarti pidana ganti rugi menurut konsep dapat dijatuhkan 
bersama dengan pidana pokok, tetapi juga dapat dipilih atau 
dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif) dari 
pidana pokok.  
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Konsep ini dibuat tidak semata-mata mengatasi maslah 
korban, tapi untuk mengatasi sifat negatif dari perumus pidana 
tunggal yang berifat absolut/kaku. Untuk mengorientasikan pada 
masalah korban, maka kriteria yang patut dipertimbangkan dan 
dikembangkan adalah kriteria material yang berorientasi pada 
sifat/hakikat dampak delik pada diri korban. Misal untuk delik 
tertentu yang jelas berakibat kerugian/kerusakan/penderitaan bagi 
korban, maka pidana ganti rugi selalu dapat dijatuhkan bersama-
sama sebagai pidana tambahan atau menjadi pidana pokok 
alternatif, terlebih apabila terpidana tergolong orang yang 
mampu, sedangkan korban termasuk golongan tidak mampu. 
 
C. Hukum Islam dalam Konteks Sistem Hukum di Indonesia 
Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara yang 
berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sistem 
hukum yang dibangunpun mesti berlandaskan atas pendekatan 
religius. Yang dimaksud dengan pendekatan religius adalah 
pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada “tuntunan 
Tuhan” dalam menegakkan hukum pidana positif. Singkatnya 
dapat dikatakan, pendekatan Ilmu Hukum ber-Ketuhanan. 
Pendekatan religius merupakan pra-syarat utama dalam 
penegakan hukum.  
Pendekatan religius merupakan amanat dan sekaligus 
tuntutan dalam pembangunan Sistem Hukum Nasional 
(Siskumnas), karena pembangunan Sistem Hukum Nasional yang 
selama ini ingin dituju adalah Siskumnas ber-Pancasila. 
Dalam rambu-rambu Sistem Hukum Nasional ditegaskan 
antara lain :  
a. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 : Negara berdasar atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa.  
b. Psl. 1 butir 1 UU No.48/2009 : Kekuasaan kehakiman 
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia.  
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c. Pasal 2 (1) UU No.48/2009: Peradilan dilakukan “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME”.  
d. Pasal 2 (2) UU No.48/2009: Peradilan negara menerapkan 
dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila.  
e. Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 : “Demi keadilan 
dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan 
alat bukti yang sah”.  
Rambu-rambu nasional di atas, jelas menuntut adanya 
“pendekatan religius”. Bahkan dengan seringnya disebut 
“keadilan Pancasila” dan adanya ketentuan dalam Undang-
undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004), bahwa “Hakim 
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Psl. 28 ayat 1), 
dapatlah dikatakan bahwa rambu-rambu Sistem Hukum Nasional 
menegaskan perlunya “pendekatan kultural-religius”. Inilah 
yang merupakan karakteristik sistem peradilan Indonesia.  
Dari rambu-rambu di atas jelas terlihat, bahwa seharusnya 
tidak ada “sekulerisme” dalam Siskumnas (termasuk di dalamnya 
penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum terhadap 
korban kejahatan). Hal inipun senada dengan ungkapan berbagai 
“begawan ilmu hukum”, antara lain :  
Moeljatno: “Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, 
dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan 
(termasuk ilmu hukum) yang tidak dibarengi dengan ilmu 
ketuhanan adalah tidak lengkap”. 12   
Notohamidjojo pun sering menegaskan, bahwa “tanggung 
jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan “penilaian scientia 
yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia” (nilai 
kebenaran, keadilan, kejujuran, kasih sayang antar sesama dsb). 
                                                 
12
 Moeljatno, Pidato pada kuliah umum di Uninersitas Islam 
Indonesia Yogyakarta pada 22 September 1963, dalam Sri Endah 
Wahyuningsih, 2012, Perbandingan Hukum Pidana, dari Perspektif Religious 
Law System, Semarang: Unissula Press, hlm.15.  
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Ditegaskan pula, bahwa norma-norma ethis-religius harus 
merupakan aspek normatif atau imperatif dari negara hukum.
13
 
Hazairin : “Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh 
terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-
kaidah Islam bagi umat Islam atau kaidah-kaidah Kristiani bagi 
umat kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah 
agama Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali atau yang 
bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang 
Budha”.14  
Berbagai ungkapan begawan hukum Indonesia itu, identik 
dengan ungkapan terkenal dari “begawan ilmu” Albert Einstein 
yang menyatakan : “science without religion is lame”.15 
Ungkapan umum dari Einstein itu tentunya dapat juga diterapkan 
di bidang ilmu hukum. Ilmu Hukum tanpa agama/ilmu ketuhanan 
(nilai-nilai religius) adalah tidak lengkap, timpang, dan bahkan 
berbahaya. 
 
D. Pendekatan Hukum Islam dalam Konteks Hukum Positif 
tentang Korban  
Pendekatan hukum Islam dalam konteks hukum positif 
biasanya dikaitkan dengan pendekatan nilai-nilai budaya dan 
kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) 
atau pendekatan cultural-religius. Pendekatan kultural-religius itu 
(khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana) antara lain : 
Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII/2003 
menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber 
                                                 
13
 Notohamidjojo, tersebar dalam berbagai buku, 1967, Makna 
Negara Hukum, Baadan penerbit Kristen. Juga dikutip dalam Barda Nawai 
Arif, Pembaharuan/rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum 
Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global, makalah disampaikan 
pada seminar dan konggres ASPEHUPIKI, Bandung: 17 Maret 2008, juga 
dalam Sri Endah Wahyuningsih. Ibd.  
14
 Hazairin, 1985, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 
34, dalam Sri Endah Wahyuningsih, Ibid., hlm. 16.  
15
 Barda Nawawi Arif, 2011, Pendekatan Keilmuan dan 
PendekatanReligius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) 
di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm.55. 
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inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun 
insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib 
dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan (berarti 
sebagai “sumber substansi”) kebijakan pembangunan hukum 
nasional yang dapat :  
1. memperkuat landasan budaya keagamaan  
2. memfasilitasi perkembangan keberagamaan  
3. mencegah konflik sosial antar umat beragama  
Berbagai pernyataan tentang pendekatan kultural-religius di 
atas, tentunya menuntut para penegak hukum (polisi, jaksa, 
hakim, advokat) harus dapat mewujudan nilai-nilai yang 
bersumber/berorientasi pada moral religius dan nilai-nilai budaya 
moral kemasyarakatan (nilai-nilai kearifan lokal/nasional) dalam 
melakukan pertanggungjawaban terhadap korban kehajatan. 
Terlebih dalam seminar pembangunan hukum nasional ke VIII / 
2003 tersimpul pendirian tegas, bahwa untuk membangun insan 
hukum yang berakhlak mulia, ajaran agama (nilai religius) harus 
menjadi sumber motivasi, sumber inspirasi, sumber evaluasi, dan 
sumber substansi dalam kebijakan pembangunan hukum nasional.  
Implementasi pertanggungjawaban terhadap korban 
kejahatan dengan pendekatan cultural-religius dalam 
pembangunan sistem hukum pidana nasional, seyogyanya 
memposisikan kedudukan korban dan ahli waris korban 
seimbang. Sebagai perbandingan kedudukan korban dan ahli 
waris korban dalam tindak pidana Islam (jinayat) dapat dilihat 
dalam penjelasan berikut: 
a.  Muhammad ‘Aly al-Shâbuny menyatakan, “Hakim hanya 
bertindak sebagai juri, yaitu menilai lalu menetapkan benar 
tidaknya suatu dakwaan (gugatan). Selanjutnya dalam 
pelaksanaan pidana jika memang dakwaan korban benar, 
maka pelaksanaannya adalah terserah kepada pendakwa 
(gugatan).”16  
                                                 
16
  Muhammad ‘Aly al-Shabuny, tth., Rawai’ al-Bayan fi Tafsir 
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b. Abu ‘Abdillah menjelaskan bahwa dalam proses sidang di 
pengadilan, menurut ulama’ mazhab Hanafy korban 
mendapatkan tempat khusus, yaitu memilih 50 orang yang 
mengucapkan sumpah (qosamah). Sedangkan menurut 
ulama’ mazhab Maliky dan Syafi’iy yang berperan dalam 
qasâmah adalah korban, bukan orang lain.
17
  
Untuk selanjutnya, sistem pembuktian yang digunakan 
dalam sidang pengadilan Hukum Pidana Islam (fikih jinayat), 




a. Pengakuan (iqrâr), yaitu pengakuan seseorang tentang 
adanya hak orang lain atas dirinya.  
b. Kesaksian (shahâdah), yaitu pernyataan keadaan yang 
sebenarnya untuk menetapkan suatu, baik hak pribadinya 
atau hak orang lain.  
c. Petunjuk (qarinah), adalah suatu tanda yang tampak, yang 
bersesuaian dengan suatu peristiwa yang samar, yang bisa 
menunjukkannya.  
d. Menolak sumpah (nukul), ialah penolakan sumpah dari 
pihak terdakwa (tergugat) yang diajukan oleh pihak 
pendakwa (penggugat).  
e. Qasâmah, ialah bersumpah lima puluh kali dalam kaitannya 
dengan dakwaan (gugatan) pembunuhan.  
 
Berbeda dengan hukum positif Indonesia, dalam Hukum 
Pidana Islam (fikih Jinayat), korban sebagai orang yang telah 
dirugikan dengan timbulnya suatu tindak pidana lebih terjamin 
hak-haknya. Tentunya hal tersebut harus diimbangi dengan 
kewajiban yang harus dipenuhi. Karena dalam fikih jinayat, 
walaupun merupakan hukum pidana, akan tetapi, dalam sistem 
peradilannya seperti sistem peradilan perdata. Hakim hanya 
sebagai penengah (wasit) sekaligus juri. Sedangkan segalanya 
                                                 
17
 Abu ‘Abdillah Muhammad, Rahmat al-Ummah, hlm. 278.  
18
 Wahbah al-Zuhâily, 1989, al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh, Jilid VI, Beirut: 
Dâr al-Fikr, h. 385.   
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adalah terserah kepada kedua belah pihak, yaitu korban yang 
dalam hal ini bertindak sebagai pendakwa atau penggugat dan 
pelaku yang bertindak sebagai terdakwa atau tergugat.  
Hukum Islam menetapkan dua bentuk hukuman atas tindak 
pidana, yaitu qisas atau diyat dalam keadaan disengaja, serta 
diyat dalam keadaan tersalah. Dalm hal ini hakim dilarang 
mengurangi, menambah, atau mengganti hukuman tersebut 
dengan hukuman yang lain sebagaimana penguasa juga dilarang 
mengampuni tindak pidana atau hukuman tersebut.  
Hukum Islam telah mengharamkan penguasa memberikan 
permaafan /pengampunan terhadap si pelaku kejahatan, namun 
membolehkan korban atau ahli warisnya memberikan permaafan 
ke pelaku kejahatan. Apabila korban atau ahli warisnya 
memaafkan pelaku atas tindak pidana disengaja, kewajiban qisas 
menjadi gugur dan digantikan dengan membayar diyat, jika 
pengampunan itu diganti dengan diyat. Jika pengampunan itu 
diberikan secara cuma-cuma, hukuman diyat-pun menjadi batal 
(gugur). Batalnya hukuman qisas dalam tindak pidana sengaja 
dan diyat pada tindak pidana tersalah mengakibatkan 
diperbolehkannya untuk menggantinya dengan hukuman takzir 
dengan melihat diri dan kondisi korban.  
Sebagai contoh adalah hak-hak korban dalam tindak pidana 
pembunuhan berencana (al-qatl bi al-‘amd), dimana hak-hak 
korban di antaranya adalah:  
a. Mengadukan kasus yang ia derita, berupa telah terbunuhnya 
salah satu anggota keluarganya. Pengaduan ini sebagai 
akibat kerugian yang ia terima karena adanya tindak pidana 
yang dilakukan oleh seseorang.  
b. Bertindak langsung, tanpa diwakili, sebagai pendakwa atau 
penggugat.  
c. Menunjuk seseorang sebagai pelaku, jika telah diketahui 
(menurut ulama mazhab Hanafy) atau telah ada bukti dan 
pengakuan dari pelaku tersebut (menurut mazhab Maliky, 
Syafi’iy dan Hanbaly).  
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d. Jika tidak mengetahui pelaku secara pasti (menurut mazhab 
Maliky, Syafi’iy dan Hanbaly) dapat mengajukan seseorang 
sebagai terdakwa dengan cara mengucapkan qasamah.  
e. Mendapat ganti rugi akibat salah satu dari keluarganya 
terbunuh, berupa diyat, jika pidana qishas dimaafkan.  
f. Pelaksanaan eksekusi berada dalam kekuasaaannya.19  
Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi 
korban adalah:  
a. Menunjukkan bukti-bukti sebagai konsekwensi bagi 
pendakwa. Karena dalam fikih jinayat ada kaidah yang 
berbunyi, “Bukti merupakan kewajiban pendakwa 
(penggugat) dan sumpah adalah kewajiban terdakwa 
(tergugat).”  
b. Melakukan qasamah, jika tidak ada bukti demi kebenaran 
dakwaan (gugatan).  
Memang, kalau dilihat secara kuantitas, kewajiban yang 
harus dipenuhi korban tidak seimbang dengan hak yang ia 
peroleh. Kewajiban menunjukkan bukti-bukti dari suatu perkara 
pidana misalnya adalah hal yang tidak mudah, terutama dalam hal 




Di samping itu, jika tidak ada bukti, mereka harus 
melakukan qasamah, yang merupakan salah satu bentuk sumpah. 
Perlu diketahui bahwa sumpah dalam Hukum Islam merupakan 
hal yang berat untuk dilakukan. Sebagai bukti adalah adanya 
ketentuan yang melarang banyak bersumpah, yaitu firman Allah 
dalam surah al-Baqarah (2): 224 yang berbunyi:  
 “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu 
sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan 
mengadakan islah di antara manusia. Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui”. 
  
                                                 
19
 39 Muhammad ibn al-Qasim al-Ghazy, 1993, Fath al-Qarib al-
Mujib, Beirut: Dar al-Fikr, h. 294-297.    
20
 Ibrahim al-Bajury, Hashiah Ibrahim al-Bajury, Jilid II, h. 297.  
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Belum lagi ada kaffarah bagi orang yang melanggar 
sumpah, sebagimana firman Allah dalam surah QS. al-Maidah 
(5): 89:  
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-
sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), 
tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 
yang kamu sengaja. Maka kaffarah (melanggar) sumpah 
itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari 
makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, 
atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan 
seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan 
yang demikian, maka kaffarah-nya berpuasa selama tiga 
hari”. 
Jelas, dengan adanya dua ayat tersebut, bersumpah 
merupakan perkerjaan yang berat. Apalagi bersumpah sampai 
lima puluh kali. Tentunya hal ini sangat berat untuk dilakukan, 
sehingga walaupun bentuknya hanya sumpah, akan tetapi, hal itu 
sangat memberatkan pendakwa (penggugat). Hal ini sebagai 
imbangan atas hak-hak yang ia terima.
21
  
Sisi lain perlindungan hak korban adalah dalam masalah 
hukuman bagi pelaku kejahatan/tindak pidana jika terbukti, 
hukuman qishas, atau diyat jika dimaafkan. Ini tidak lain adalah 
demi melindungi kepentingan korban, di mana salah satu 
keluarganya yang menjadi korban (terbunuh), yang mungkin 
merupakan orang yang berkedudukan penting dalam keluarganya. 
Inilah yang disebut aspek pembalasan dalam teori pemidanaan, 
dan ini sah-sah saja, karena “hukuman qishas” hanyalah 
merupakan “reaksi”, sedangkan “pembunuhan” adalah “aksi”.  
Mengenai hal ini Abdur Rohman I. Doi mengatakan,
22
 
“Tidak ada agama di dunia ini yang menganggap hidup manusia 
sedemikian kudusnya, sehingga membunuh satu orang telah 
dianggap membunuh semua orang, dan siapa pun yang 
                                                 
21
 Muhammad ‘Aly al-Shabuny, Rawai’ al-Bayan, Jilid I, h. 202. 
22
Abdur Rohman I. Doi adalah seorang guru besar dalam bidang 
Hukum Islam di Siria. Abdur Rohman I. Doi, 1992, Tindak Pidana dalam 
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menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah 
menyelamatkan hidup umat manusia.”  
Selanjutnya, dia mengutip ayat al-Qur’an yang 
artinya, “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) 
bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh 
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 
orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka 
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia 
seluruhnya. Barang siapa yang menyelamatkan kehidupan 
seorang manusia, maka seolah- olah dia telah 
menyelamatkan kehidupan manusia seluruhnya.”23 
Dari penjelasan di atas, tidaklah ada artinya penjatuhan 
pidana dan pertanggungjawaban pada korban kejahatan berdasar 
tuntunan UU, apabila tidak memperhatikan; prinsip-prinsip 
”keadilan”, prinsip ”persamaan” hak dan kewajiban yang 
seimbang, prinsip “tidak pilih kasih” menurut tuntunan Tuhan.  
Dalam al-Qur’an prinsip persamaan 
(equality/indiskriminatif) disebutkan dalam surat al-Nisa’ 
(QS.4:58): 
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 
dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” 
Adapun prinsip “tidak pilih kasih” (non-favoritisme dan 
anti nepotisme) dan prinsip “tidak memihak” (fairness/impartial) 
disebutkan dalam surat al-Nisa’ (QS.4:135): 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
orang-yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi 
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu 
bapak maupun kerabatmmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 
 
                                                 
23
 QS. al-Maidah (5): 32 
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Dalam surat Al-Maidah:8 dijelaskan bahwa kebencian 
terhadap suatu kaum tidak boleh untuk tidak berlaku adil 
terhadapnya.  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
Pada surat Asy-Syuura:15 dijelaskan bahwa perlakuan adil 
wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang 
yang tidak seagama; 
Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) 
dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan 
janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: 
"Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah 
dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. 
Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-
amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada 
pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan 
antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". 
Hal yang sama juga dijelaskan dalam surat Al-
Maidah:(QS.5 :42): 
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita 
bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang 
Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka 
putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari 
mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak 
akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Jika kamu 
memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) 
diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang adil. 
 
Dalam kenyataannya, banyak aparat penegak hukum yang 
tidak tahu atau tidak memahami keadilan berdasarkan tuntunan 
Tuhan di atas. Bahkan banyak calon hakim agung yang tidak 
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mengetahui makna “keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan 
YME” dalam Pasal 4 UU No. 4/2004. Sangatlah ironis, dalam 
negara yang ber-Ketuhanan YME dan peradilannya dilakukan 
“Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”, tetapi aparat 
penegak hukumnya hanya tahu tentang keadilan berdasarkan 
“tuntunan UU”, tetapi tidak tahu tentang keadilan berdasarkan 
“tuntunan Tuhan”. Padahal tuntunan keadilan dari Tuhan ini jelas 
merupakan tuntunan jaminan mutu, karena Tuhanlah Yang Maha 
Adil dan Maha Tahu tentang keadilan. Tepatlah kalau dikatakan, 
”no one can be more merciful or wiser or more just than God 
Himself” (tidak seorangpun dapat lebih murah hati atau lebih 
bijaksana/adil dari Tuhan sendiri). 
Bagi para penegak hukum, tuntunan keadilan berdasarkan 
Ketuhanan YME di atas, tentunya tidak hanya sebatas 
kemampuan “pengetahuan” (“knowledge/ cognitive“) saja, tetapi 
diharapkan menjiwai keyakinan dan sikapnya, bahwa apabila 
keadilan berdasarkan tuntunan Ilahiah itu tidak diikuti dan 
dilaksanakan, maka akan rusaklah/hancurlah masyarakat. 
Bahkan, bertolak dari firman Allah dalam Al-Maidah: 42 (Allah 
menyukai orang-orang yang adil), berarti Tuhan tidak suka 
(benci/marah) apabila keadilan tidak ditegakkan. 
Pada era reformasi ini, sudah saatnya dalam pembangunan 
sistem hukum pidana nasional melakukan suatu lompatan dari 
pendekatan positivisme menuju pendekatan kultural-religius, 
melakukan rekontruksi konsep hukum yang lebih dekat dengan 
karaktersitik sumber hukum Indonesia, dalam kebijakan terhadap 
formulasi pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan tindak 
pidana, tentunya juga dalam keseluruhan struktur sistem hukum 
pidana (the structure of penal system), yaitu : (1) masalah 
kriminalisasi (criminalizing) : perumusan tindak pidana; (2) 
masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (sentencing); dan (3) 
masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (execution of 
punishment). 
Telah dikemukakan bahwa, dilihat dari aspek “budaya 
hukum” (legal culture) sistem peradilan pada dasarnya 
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merupakan perwujudan dari sistem “nilai-nilai budaya hukum”. 
Dalam tulisan berikut, uraian lebih difokuskan pada masalah 
“pendekatan budaya hukum religius” dan “pendekatan budaya 
keilmuan” (baik ilmu hukum maupun ilmu ketuhanan) dalam 
masalah penegakan hukum terhadap korban kejahatan. 
Maraknya berbagai tindak kejahatan yang berakibat 
menimbulkan banyak korban, merupakan indikator 
menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan religius dan 
pendekatan keilmuan. Bukan “ilmu hukum/ilmu ketuhanan” yang 
digunakan, tetapi “ilmu/pendekatan lain” (pendekatan hukum 
positif yang belum tentu ada nilai-nilai 
religious/politik/kekuasaan/massa; dsb). Kalau ilmu hukum 
digunakan, terkesan menggunakan “ilmu hukum ekstrak dan 
parsial” atau “ilmu hukum kaca mata kuda”, yaitu : 
- Memisahkan antara “norma UU dengan asas-asas, tujuan 
pemidanaan, dan nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam 
ilmu/teori/hukum tidak tertulis”; 
- Memisahkan “kepastian hukum/melawan hukum formal 
dengan kepastian hukum/melawan hukum materiel”; 
- Memisahkan “hukum (UU)” dan “ilmu hukum”; banyak 
yang tahu “hukum/UU”, tetapi tidak tahu atau melupakan 
“ilmunya” (ilmu hukum). 
- Memisahkan “ilmu hukum” dengan “ilmu ketuhanan 
(moral/agama)”; banyak yang sangat tahu “tuntunan UU”, 
tetapi sangat tidak tahu akan makna “keadilan berdasarkan 
(tuntunan) Ketuhanan YME”; 
- Memisahkan “ketiga masalah pokok hukum pidana (tindak 
pidana; kesalahan; pidana) dengan keseluruhan sistem 
pemidanaan”; 
- memisahkan “penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-
rambu (sistem) penegakan hukum nasional”; atau 
memisahkan antara “sistem hukum pidana dengan sistem 
hukum nasional”. 
Adanya “budaya mafia peradilan” (yang merupakan salah 
satu bentuk dari penegakan hukum tanpa “ilmu hukum” dan 
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“ilmu ketuhanan”) dapat merusak “sustainable development/ 
sustainable society” karena sumber daya (“resources“) 
pembangunan tidak hanya sumber daya alam/fisik, tetapi juga 
sumber daya non-fisik. Sistem peradilan pidana yang baik/sehat, 
yang dapat menjamin keadilan (“ensuring justice“), keamanan 
warga masyarakat (“the savety of citizens“), yang jujur, 
bertanggung jawab, etis, dan effisien (“a fair, responsible, ethical 
and efficient criminal justice system”), dan dapat menumbuhkan 
kepercayaan serta respek masyarakat (“public trust and 
respect“), pada dasarnya merupakan sumber daya non-fisik yang 
perlu dipelihara kelangsungannya untuk generasi berikut. Mafia 
peradilan pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi yang 
merusak sumber daya non-fisik dan dapat menjadi “virus” bagi 
sistem peradilan pidana yang sehat/ideal; ini berarti dapat 
merusak kualitas kehidupan masyarakat. 
 
E. Penutup 
Hukum pidana saat ini lebih menekankan pada 
perlindungan korban ”in abstracto” dan secara ”tidak langsung”. 
Perlindungan korban secara langsung masih terbatas dalam 
bentuk pemberian ganti rugi si pelaku tindak pidana, belum ada 
ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban 
tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada  
terdakwa atau terpidana. Korban dan keluarga korban merupakan 
pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, sehingga 
selayaknya mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka 
memberikan perlindungan terhadap kepentingannya. Akan tetapi, 
sayangnya dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, belum 
sepenuhnya terpenuhi. Sistem Peradilan Pidana yang dianut, 
masih memposisikan korban tetap sebagai figuran atau hanya 
saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan 
kepentingan korban dalam peradilan (pidana) masih di wakili 
oleh Polisi dan Jaksa.   
Hal itu tercermin dalam hukum positif di Indonesia. Pada 
hakekatnya, korban kejahatan berakibat pada penderitaan secara 
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fisik dan phikis yang sudah barang tentu menimbulkan kerugian, 
karena akan berpengaruh besar dalam upayanya untuk 
melanjutkan kehidupan karena gangguan-gangguan tersebut. 
Penderitaan fisik, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004 (Pasal 6), 
kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a adalah 
perrbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat. 
Penderitaan psikis, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2004 (Pasal 
7), kekerasan psikis sebagaimana dimaksut pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 
dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Implikasi kerugian 
yang diderita atas penderitaan fisik dan psikis tersebut meliputi 
kerugian materil dan kerugian immateril. Dengan demikian 
dibutuhkan alternative  penyelesaian hukum pidana yang adil dan 
manusiawi terhadap korban kejahatan, yang menambahkan atau 
mempertimbangkan hak-hak korban kejahatan, meliputi : 
a. Restitusi, ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku, atau 
b. Kompensasi, ganti kerugian yang diberikan negara karena 
pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya 
pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam 
rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan 
c. Bantuan : medis, pemulihan fisik dan psikis, konseling, 
bantuan hukum serta pemberian informasi. 
Menurut pandangan hukum pidana Islam, terhadap 
perbuatan pidana (jarimah) yang menimbulkan kerugian atau 
penderitaan pisik (jasmaniyah) kepada korban kejahatan (dalam 
jarimah Qishosh dan diyat), pada dasarnya hanya korban 
kejahatan secara individulah yang menderita dan penderitaan 
tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, 
hak yang dimiliki oleh korban kejahatan tidak dapat dialihkan 
kepada pihak lain yang tidak ikut merasakan penderitaan korban 
kejahatan (misalnya; kepada negara, seperti dalam sistem hukum 
pidana “non-hukum Islam” yang berlaku diberbagai negara 
sekarang ini). Apabila korban meninggal dunia yang tidak sempat 
memberikan keputusan hukum mengenai hak-haknya, karena 
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setelah menjadi sasaran perbuatan pelaku tidak pernah 
mengalami kesadaran diri, maka hak terhadap pelaku dimiliki 
oleh saudara laki-laki (ahli waris) korban kejahatan yang 
meninggal. Besar kecilnya kewenangan (hak) yang dimiliki oleh 
para ahli waris berlaku ketentuan hukum waris Islam. 
Penyelesaian terhadap pelanggaran hukum pidana Islam (jarimah) 
melibatkan empat macam hak yang masing-masing tidak saling 
menghapuskan, yaitu hak Allah, hak korban kejahatan, hak 
penguasa (kholifah), dan hak pelaku kejahatan itu sendiri. 
Model penyelesaian pelanggaran hukum pidana Islam 
dibedakan menjadi dua model, yaitu, model pertama; yaitu model 
penyelesaian perkara pidana yang berorientasi kepada 
penyelesaian akibat yang ditimbulkan oleh jarimah dengan 
menempatkan korban kejahatan sebagai pusat perhatian utama. 
Korban kejahatan memiliki hak yang menentukan mengenai cara 
penyelesaian perkara dan mengenai jenis pidana yang hendak 
dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Model kedua; yaitu model 
yang berorientasi kepada penegakan nilai yang hendak 
ditegakkan oleh hukum. Model ini tidak melibatkan peran aktif 
korban kejahatan dankorban tidak memiliki hak-hak dalam proses 
penyelesaian perkara pidana. Model penyelesaian perkara 
pelanggaran hukum pidana Islam ditentukan oleh jenis jarimah. 
Model pertama dipergunakan untuk menyelesaikan terhadap 
pelanggaran jarimah qishosh dan diyat dan model kedua 
dipergunakan untuk menyelesaikan pelanggaran jarimah hudud. 
Hak-hak korban kejahatan diatur secara rinci dalam hukum 
pidana Islam. Hak-hak korban tersebut dikelompokkan ke dalam 
dua kelompok, yaitu hak immateriil (non-kebendaan) dan hak 
materiil (kebendaan). Hak immateriil yang dimiliki oleh korban 
kejahatan adalah hak untuk tidak menuntut qishosh (tindakan 
yang seimbang/sama) kepada pelaku kejahatan. Hak ini disebut 
hak untuk memberi maaf (‘afwu) kepada pelaku kejahatan, baik 
diminta maupun tidak diminta. Hak materiil (kebendaan), yaitu 
hak untuk menuntut diyat. Hak diyat dibedakan menjadi dua, 
yaitu hak diyat yang muncul karena pelepasan hak qishosh dan 
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hak diyat yang bersumber langsung dari ketentuan hukum sebagai 
pilihan utama (pidana pokok). Kedua hak yang dimiliki oleh 
korban kejahatan tersebut bergantung pada status dan tingkat 
penderitaan korban kejahatan, dan status dan sikap batinpelaku 
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